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KUESIONER PENELITIAN

Wawancara Dengan Pihak Kepolisian Resor Kota Besar Medan

1. Menurut pendapat bapak, apakah yang dimaksud dengan restorative
Justice ?

Jawaban :

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2021 Tentang PenangananTindak Pidana Berdasarkan
Keadilan Restoratif, keadilan restoratif adalah penanganan di luar
pengadilan untuk mendapatkan kepuasan para pihak dalam penyelesaian

tindak pidana berdasarkan kesepakatan bersama.

2. Menurut bapak selaku pihak kepolisan, apakah restorative justice
merupakan suatu langkah hukum yang tepat dalam mengatasi tindak
pidana lalu lintas?

Jawaban :

Jadi saya selaku pihak kepolisian tidak dapat mengatakan bahwa
restorative justice merupakan langkah hukum yang tepat atau tidak,
melainkan kami selaku pihak kepolisian bekerja berdasarkan aturan yang
telah ada, namun demikian, dalam mengatasi masalah hukum restorative
justice merupakan solusi yang saat ini terkenal di masyarakat dikarenakan
memberikan penyelesaian yang efektif, komprehensif dan merupakan
terobosan yang baik dalam penanganan tindak pidana. Penyelesaian ini

memiliki tujuan melibatkan para keluarga, korban, pelaku kecelakaan dan
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masyarakat supaya mengikuti aturan hukum dan memperbaiki perbuatan
tidak melawan hukum berdasarkan kesadaran sendiri yang digunakan
untuk memperbaiki perilaku bermasyarakat serta menjelaskan bahwa
pelaksanaan restorative justice memiliki konsep dasar yang sederhana.
Dalam penyelesaian kasus perkara lalu lintas konsep ini bisa
diimplementasikan dan menurut saya merupakan suatu langkah hukum
yang tepat untuk kepentingan semua pihak. Namun demikian, harus
diperhatikan juga peraturan terkait restorative justice tersebut, yaitu

Perkapolri No.8 Tahun 2021.

3. Bagaimana peranan pihak Kepolisian Resor Kota Besar Medan
dalam penerapan restorative justice pada tindak pidana lalu lintas ?
Jawaban :

Peran kami selaku pihak Kepolisian dalam menerapkan restorative
justice pada tindak pidana lalu lintas tetap menjunjung tinggi Perkapolri
No. 8 Tahun 2021, namun kami juga dibatasi dalam hal tersebut.
Terkecuali yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem
peradilan anak-anak, yang menyatakan bahwa kami wajib memfasilitasi
dalam melakukan diversi yaitu proses mediasi. Namun di dalam Perkapolri
No. 8 Tahun 2021 kami selaku pihak kepolisian tidak diwajibkan didalam
melakukan mediasi, namun ketika pelaku dan korban meminta fasilitas
dalam hal proses mediasi, akan kami fasilitasi. Ketika perkara

dilimpahkan ke Polrestabes Medan, kami sebagai anggota yang bertugas
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menelaah apakah perkara tersebut dapat diupayakan dengan restorative
justice sesuai dengan yang diatur dalam Perkapolri No.8 Tahun 2021 dan
apabila dapat dilakukan dengan upaya restorative justice, pihak polisi
menyampaikan kepada para korban dan pelaku dan apabila disepakati
dilakukanlah upaya restorative justice dengan mendatangkan para pihak
korban, pihak pelaku, keluarga korban dan pelaku, dan tokoh masyarakat.
Kemudian pihak polisi memfasilitasi para pihak, dan kemudian membuat

hasil laporan pelaksanaan restorative justice.

4. Bagaimana persyaratan dalam menerapkan restorative justice pada
penyelesaian tindak pidana lalu lintas?
Jawaban :

Berdasarkan yang tertuang dalam Perkapolri No.8 Tahun 2021
dinyatakan bahwa persyaratan tambahan untuk tindak pidana lalu lintas
yang dapat diselesaikan dengan upaya restorative justice adalah
kecelakaan lalu lintas yang disebakan mengemudikan kendaraan
bermotor dengan cara dan keadaan yang membahayakan yang
mengakibatkan kerugian materi dan atau korban luka ringan dan karena
kelalaiannya yang mengkaibatkan koban manusia dan atau kerugian harta

benda.

5. Bagaimana tata cara dalam menerapkan restorative justice pada

penyelesaian tindak pidana lalu lintas?
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Jawaban :

Tata cara dalam melakukan restorative justice diawali dengan
laporan atau pengaduan yang memang adanya dugaan tindak pidana
dengan mengajukan surat permohonan tertulis kepada Polrestabes
Medan. Surat permohonan yang dimaksud dibuat oleh korban, keluarga
korban atau pihak yang terkait. Kemudian para pihak dimintai keterangan
terkait penyelesaian tindak pidana tersebut, dan apabila sudah tercapai
kesepakatan bersama, harus adanya surat pernyataan perdamaian dan
terpenuhinya hak korban dan itu berdasarkan yang tertuang dalam

Perkapolri No.8 Tahun 2021.

6. Dalam tenggang waktu dari tahun 2022 sampai dengan 2023 sudah
berapa banyak kasus tindak pidana lalu lintas yang diselesaikan
dengan restorative justice di Kepolisian Resor Kota Besar Medan?

Jawaban :

Dari tahun 2022-2023 tindak pidana lalu lintas yang diselesaikan

dengan restorative justice ada sebanyak 861 kasus dari 1709 kasus.

7. Bagaimana pengaturan hukum tentang penerapan restorative justice
pada tindak pidana lalu lintas?

Jawaban :
Pasal 310 KUHP, Pasal 205 Kitab Undang-undang Acara

Pidana,Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
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2012 tentang Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
merupakan pengaturan tentang restorative justice. Dalam penerapannya
restorative justice melibatkan masyarakat,korban serta pelaku kejahatan
tujuannya adalah agar tercapai suatu keadilan bagi seluruh pihak.Dalam
penerapannya anggota Polisi harus mengedepankan upaya edukasi dan

persuasif agar tidak terjadi dugaan yang tidak diinginkan.

8. Bagaimana penerapan restorative justice pada terhadap tindak
pidana lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Besar Medan?
Jawaban :
Mekanisme yang dilakukan sesuai dengan Perkap Nomor 8 Tahun
2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan

Restoratif.

9. Bagaimana hambatan dan upaya Kepolisian Resor Kota Besar
Medan dalam penerapan restorative justice terhadap tindak pidana
lalu lintas?

Jawaban :

Kita kembalikan kepada masing-masing pihak untuk membicarakan
mediasi secara mandiri, sehingga dia tergantung pada masing-masing
pihak. Jadi pernah ada kasus, si korban meninggal dunia, namun
sebenarnya pihak keluarga korban ingin lanjut ke proses peradilan, namun

karena pihak pelaku ingin berdamai, pihak keluarga korban ingin meminta
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agar dibangunkan mesjid supaya proses berdamai bisa terlaksana, artinya
dalam hal ini masyarakat belum memahami sebenarnya kecelakaan lalu
lintas itu, padahalkan kecelakaan lalu lintas itu tidak direncanakan dan
tidak diinginkan, jadi banyak la yang memanfaatkan dalam hal ganti
kerugian itu. Diantaranya masyarakat kurang memahami restorative
justice itu sendiri. Penerapan restorative justice memiliki perbedaan dalam
pemahaman prinsip penerapan restorative justice misalnya sudut pandang
ganti rugi tidak mampu membatalkan perkara kejahatan. Kejadian ini tidak
sesuai dengan tujuan dari pendekatan restorative justice sehingga
berdampak pada kerugian dan hancurnya nilai kekeluargaan para
penggugat. Dalam rangka mengatasi hambatan tersebut maka penyidik
melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan kekeluargaan
sehingga akan memberikan pemahaman terhadap prinsip restorative
justice. Diawali dengan sosialisasi kepada semua lapisan masyarakat baik
melalui media cetak, online atau secara langsung supaya terjadi proses
edukasi kepada semua warga. Hambatan yang lain diantaranya pelaku
tidak bisa memenuhi permintaan ganti rugi dari korban karena status
ekonomi, terkadang pelaku memilih untuk diproses secara peradilan dari
pada menanggung ganti rugi yang tidak mampu pelaku penuhi. Keluarga
korban juga terkadang meminta ganti rugi tidak sesuai dengan kerugian
yang dialami. Hambatan tersebut dapat diatasi melalui pemberian
pemahaman kepada pelaku dan korban yang dilakukan oleh penyidik agar

tercapai kata mufakat. Diperlukan kerjasam semua pihak tidak terkecuali
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adalah pihak keluarga. Diharapkan keluarga dapat menjadi pendukung

apabila terjadi kebuntuan dalam mufakat.

10. Adakah masukan maupun saran dari bapak selaku pihak Kepolisian
Resor Kota Besar Medan dalam menerapkan restorative justice pada
tindak pidana lalu lintas?

Jawaban :

Restorative justice ini merupakan suatu terobosan hukum yang baik
dalam hal mencari keadilan. Saran saya agar masyarakat yang berperkara
tidak memanfaatkan proses restorative justice ini sebagai tempat mencari

keuntungan.

Pewawancara Narasumber

Muhammad Zulfadli Nasution (Bripka Taufik Rambe,S.H)



